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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

NOMOR :    016 /HK. 01.01 / K.NT-17/X/2024 

TENTANG 

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA 

KAMPANYE PADA TAHAPAN  PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

 

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf b nomor 4 pada Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan 

kampanye dan dana kampanye; 

  b. Bahwa sebagaimana Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; 

  c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat 

Daya pada tanggal 13 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) 

Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan  Pemilihan 

Serentak  Tahun 2024; 

  d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut  perlu 

menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tentang 

penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga 

Kampanye Pada Tahapan  Pemilihan Serentak Tahun 2024. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang;  

  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, 

Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;  

  3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan 

Sengketa Proses Pemilihan Umum;  

  4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum.  

  5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan 

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.  

  6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran 

Administratif Pemilihan Umum;  

  7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye 

Pemilihan Umum; 

  8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum; 

  10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 

 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN 

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN 

ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN  PEMILIHAN 

SERENTAK TAHUN 2024 

 

KESATU :  Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, 

Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja,Pejabat Kesbangpol,  Pejabat Fungsional 

Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf  Pelaksana di 

Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai 

Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye 

pada Tahapan  Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; 



KEDUA            :  Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, Pejabat 

Satuan Polisi Pamong Praja,  Pejabat Kesbangpol, Pejabat Fungsional Tertentu 

dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan 

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU mempunyai  tujuan untuk fasilitasi dan koordinasi 

pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran 

pemasangan APK; 

KETIGA :  Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) 

Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan  Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 berpedoman pada :  

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang; 

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan 

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan 

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian 

Pelanggaran Administratif  Pemilihan Umum; 

6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye 

Pemilihan Umum; 

7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Kampanye Pemilihan Umum; 

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; 

10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi 

Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan 

Kampanye Pemilu Tahun 2024. 

KEEMPAT :  Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye 

pada Tahapan  Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 

bulan Oktober  s/d  November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan 

tugas setiap bulannya. 



KELIMA :  Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya  keputusan ini 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan RAB Hibah Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024. 

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 

 

 

Ditetapkan di : Sumba Barta Daya 

PadaTanggal  : 1 Oktober  2024 

 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

    KABUPATEN  SUMBA BARAT DAYA 

                            KETUA, 

 

 

 

 

 

YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba 

Barat Daya 

Nomor  :   016 / HK.01.01 /K.NT-17/X/2024 

Tanggal : 1 Oktober 2024 
 

 
  

SUSUNAN KELOMPOK KERJA 

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA 

KAMPANYE PADA TAHAPAN  PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM POKJA 

PENGARAH 

1. Yeremias Bayoraya Kewuan, SH Kordiv SDMO Pengarah 

PENANGGUNG JAWAB 

1. Emanuel Koro, S.Pd Kordiv HPPH Penanggung jawab 

KETUA 

1. Sekti Handayani, SH Kordiv PPPS Ketua 

SEKRETARIS 

1. Yosephin Uly Widyastuti, S.Si Koordinator  Sekretariat  Sekretaris 

ANGGOTA 

1. Wahyu Amrullah Polres Sumba Barat Daya Anggota 

2. Bayu Ramadhan Yoga Pratama Polres Sumba Barat Daya Anggota 

3. Regina Ege, S.Sos 
Satpol PP Kab Sumba 

Barat Daya 
Anggota 

4.  Martinus Ole Awa, SH 
Satpol PP Kab Sumba 

Barat Daya 
Anggota 

5.  Fransiskus Lamunde, S.Pt 
Dinas Perhubungan Kab 

Sumba Barat Daya 
Anggota 

6. Dominggus Umbu Warata, S.Sos 
Dinas Perhubungan Kab 

Sumba Barat Daya 
Anggota 

7. Melkianus Dappa, SH  Staf PPPK  Bawaslu 

Sumba Barat Daya 
Anggota 

8. Melkianus U.R.D. Mede, SE  Staf  PNS Bawaslu Anggota 

9. Mario Apolinaris Abit, S.KM  Staf PPPNS  Bawaslu Anggota 

10. Nithanel W. Kawaleka, SH 
Staf PPPK Bawaslu 

Sumba Barat Daya 
Anggota 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

KETUA, 

 

 

 
                                                                                             

 

 

  YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH  


